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ABSTRAK : -

CATATAN : -

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf e dan ayat (7) UU 9 Tahun 2020 Pemerintah diberikan
kewenangan untuk melakukan penyesuaian belanja dalam hal perkiraan realisasi penerimaan negara tidak
sesuai dengan target dan/atau adanya perkiraan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau
pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2021 dan berdasarkan ketentuan Pasal 12 Perpres RI 113 Tahun 2020, perubahan rincian anggaran
Transfer ke Daerah dan pengaturan yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan diatur dengan Peraturan
Menteri Keuangan, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke
Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 ( COVID-19) dan Dampaknya.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.47, TLN No.4286), UU 39 Tahun
2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), UU 9 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.239, TLN No.6570),
Perpres Rl 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Perpres Rl 113 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.266),
Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No.1862) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu
RI1229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No.1745).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung
penanganan pandemi COVID-19 dalam Peraturan Menteri ini meliputi perubahan alokasi, penggunaan, dan
penyaluran. Pagu alokasi DAU ditetapkan sebesar Rp377.791.390.288.000,00. Perubahan alokasi DAU
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap Daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan secara
proporsional. Dana Transfer Umum diarahkan penggunaannya paling sedikit 25% untuk mendukung
program pemulihan ekonomi Daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana
layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan
mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah termasuk pembangunan sumber daya
manusia dukungan Pendidikan, diarahkan penggunaannya termasuk tetapi tidak terbatas pada perlindungan
sosial dengan proporsi paling tinggi 20% dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan proporsi paling
tinggi 15%. Penyaluran DAU dilaksanakan setiap bulan sebesar sisa pagu alokasi DAU setelah penyesuaian
dibagi dengan jumlah bulan yang belum disalurkan setelah memperhitungkan penyaluran sebelumnya.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. Permenkeu RI 19 /PMK.07 /2020 (BN Tahun 2020 Nomor 250);

b. Permenkeu RI 35/PMK.07 /2020 (BN Tahun 2020 No.377) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Permenkeu RI 219/PMK.07/2020 (BN Tahun 2020 No.1612);

c¢. Permenkeu RI101/PMK.07/2020 (BN Tahun 2020 No.866); dan

d. Lampiran huruf h Permenkeu Rl 227/PMK.07/2020 (BN Tahun 2020 No.1641),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 15 Februari 2021 dan diundangkan pada tanggal 16 Februari
2021.

Lampiran halaman 27-323.



